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ABSTRAK 
Keinginan Pemkot Malang untuk membangun salah satu pasar tradisional di Kota Malang 
tidaklah mudah. Pasar Blimbing, pasar yang direncakan akan dibangun sejak tahun 2009 ini belum 
bisa dilaksanakan sampai sekarang. Pedagang Pasar Blimbing melakukan perlawanan terhadap 
kebijakan pembangunan pasar ini karena dianggap merugikan mereka. Penelitian ini menggunakan 
teori dari James C. Scott yang melahirkan pandangannya sendiri tentang patron-klien dan perlawanan. 
Teori ini digunakan sebagai pisau analisis utama dalam menjelaskan bagaimana perlawanan pedagang 
pasar Blimbing sebagai strategi mengubah arah kebijakan pembangunan Pasar Blimbing. Hasil dari 
penelitian ini menunjukan bahwa kemacetan pembangunan Pasar Blimbing ini terjadi karena 
perbedaan pandangan antara pedagang Pasar Blimbing dengan Pemkot Malang dan PT.KIS tentang 
konsep pembangunan. Cara atau strategi yang digunakan oleh pedagang adalah dengan melakukan 
perlawanan. Pedagang melakukan perlawanan dengan berbagai cara seperti menggunakan haknya 
sebagai klien dari seoarang patron, membangun jaringan dengan Komnas HAM, Ombudsman, P 
otoda UB, MCW, untuk memperkuat daya tawarnya, demonstrasi untuk menyalurkan aspirasi dan 
mencari dukungan, argumentasi dan negoisasi terhadap dampak terburuk jika tetap melaksanankan 
pembangunan dengan konsep yang ditawarkan Pemkot Malang dan PT.KIS. 
Kata kunci : Pembangunan, Pasar tradisional, Perlawanan, Strategi. 
ABSTRACT 
The Malang City Government wants to build one of these markets is not easy. The market traders 
Bimbing will be built beginning in 2009, this has not been implemented until now. Market traders 
Blimbing do resistance to this market development policy because it is considered detrimental to 
them. This research uses theories from James C. Scott, who gave birt to his his own patron-client and 
resistance. This theory is used as a primary analysis in explaining how market traders Blimbing 
resistance as strategy for changing the direction of the market development policy of Blimbing 
market.  
Keywords : development, traditional markets, resistance, strategy. 
PENDAHULUAN 
Pasar tradisional di Kota Malang mulai terusik keberadaannya dengan hadirnya 
supermarket sejak dekade 1990-an seperti supermarket Mitra 1 dan 2, dan juga supermarket 
Gajah Mada yang pada saat itu sempat merasakan kejayaannya sebelum akhirnya muncul 
para pesaingnya yaitu peritel asing yang diperbolehkan msuk ke kota ini dan membangun 
pusat perbelanjaan modern yang tak kalah megahnya di dekade 2000-an seperti MATOS, 
MOG, Carefour, dan juga Hypermart. Pada tahun 2012, data dari Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian Kota Malang mencatat bahwa terdapat 91 ritel modern berbentuk minimarket 
yakni 57 Indomart dan 37 berbentuk Alfamart dan jumlah swalayan modern modern di 
wilayah Kota Malang telah melebihi batas ideal yang seharusnya antara 18-20 lokasi 
(Choirul,2013). 
Fenomena tergerusnya keberadaan pasar tradisional ini akhirnya mendapat perhatian 
serius baik dari pemerintah pusat maupun dari pemda setempat, khususnya Kota Malang. 
  
Akhirnya pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 
No.53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan, dan Toko Modern (Basri,2012) melakukan pembenahan terhadap pasar 
tradisional. Kemudian niat baik pemerintah pusat tersebut disambut baik oleh Pemkot Malang 
dengan mengeluarkan Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/249/35.73.112/2009 
tentang Pembentukan Tim Pembangunan Pasar Blimbing dan Pasar Dinoyo pada tanggal 9 
Juni 2009. 
Tetapi pandangan pedagang terhadap agenda pembangunan ini tidak sejalan dengan 
Pemkot Malang. Menurut pedagang kegiatan pembangunan pasar ini lebih banyak merugikan 
pedagang daripada menguntungkan pedagang. Misalnya dari aspek fisik bangunan yang tidak 
sesuai dengan apa yang diharapkan dan perjanjian yang telah disepakati yaitu jumlah lantai 
yang akan dibangun. Pada awal perjanjian pembangunan hanya akan membangun pasar 
menjadi tiga lantai, namun pengembang merubahnya menjadi lima lantai. Menurut pedagang 
dengan dibangunnya Pasar Blimbing yang baru ada indikasi bahwa lantai atasnya akan 
disewakan kepada pihak pasar modern seperti di PBM. 
Akhirnya pedagang Pasar Blimbing melakukan perlawanan untuk mempertahankan 
haknya dan supaya usaha perdagang mereka tetap bisa bertahan. Perlawanan yang 
dilancarkan oleh pedagang tidak terlepas dari kordinator anggota Tim 5 sebagai perwakilan 
pedagang. Perwakilan pedagang inilah yang sangat getol membela hak-hak pedagang pasar 
Blimbing. Tim 5 sendiri merupakan pedagang Pasar Blimbing yang memiliki keberanian 
untuk mewakili aspirasi pedagang. 
Perlawanan dalam penelitian ini merupakan sebuah strategi yang digunakan oleh 
pedagang Pasar Blimbing untuk mengubah arahnya pembangunan Pasar Blimbing agar sesuai 
dengan keinginan mereka. Perlawanan ini tidak bertujuan untuk menghilangkan sistem 
dominasi yang ada namun hanya supaya bisa bertahan dalam sistem tersebut. Perlawanan 
pedagang Pasar Blimbing ini adalah sebuah perjuangan mereka untuk menuntut hak-hak 
mereka sebagai pedagang. Perjuangan yang tidak sebentar ini memerlukan banyak sekali 
usaha supaya mereka memiliki pondasi perjuangan yang kuat. Supaya perjuangan mereka 
tidak kandas dan goyah ditengah jalan maka mereka harus mempersiapkan berbagai hal. 
Maka dari itu peneliti akan menulis perjuangan sebagian rakyat Indonesia ini yang “katanya” 
menganut sistem demokrasi, namun kenyataannya pemimpin kita jarang sekali 
mendengarkan aspirasi yang berasal dari yang dipimpinnya. 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode-
metode untuk mengeksplorasi dan memahami masalah sosial maupun kemanusian yang 
dihadapi oleh sejumlah individu maupun kelompok (Creswell, 2010). Alasan menggunakan 
metode kualitatif ini adalah kemampuannya dalam memberikan pemahaman dan jalan untuk 
memahami latar belakang dan tindakan sosial individu yang diamati dalam penelitian ini. 
Karena ini merupakan peneltian sosial,maka kurang akurat jika dijelaskan dengan data-data 
statistik saja. Selain itu, penelitian ini diharapkan akan memperoleh data yang 
menggambarkan berbagai kondisi yang berkaitan dengan pedagang Pasar Blimbing, 
khususnya tentang gerakan perlawanan mereka dalam menghadapi revitalisasi pasar. 
Pendekatan penelitian ini menggunakan studi kasus. Studi kasus cocok untuk peneliti yang 
hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, 
dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena masa kini (kontemporer) di dalam 
konteks kehidupan nyata (Yin, 2013). Ada berbagai perbedaan tujuan-tujuan dalam mengkaji 
  
sebuah kasus, yaitu studi kasus intrinsik, studi kasus instrumental, dan studi kasus kolektif 
(Lincoln, 2009). Namun karena peneliti hanya terfokus untuk membahas dan menggali 
tentang perlawanan yang dilakukan pedagang Pasar Blimbing, maka peneliti menggunakan 
studi kasus intrinsik. Studi kasus intrinsik merupakan jenis studi kasus yang digunakan untuk 
lebih memahami sebuah kasus tertentu. 
LOKASI dan FOKUS PENELITIAN 
Pasar Blimbing dipilih karena sejak tahun 2009 sampai sekarang proses revitalisasi 
pasar ini belum selesai. Revitalisasi ini menyangkut tiga kelompok yaitu Pemkot Malang, PT. 
KIS, dan pedagang Pasar Blimbing. Berbeda dengan Pasar Dinoyo yang pelaksanaan 
pembangunan pasarnya sudah dimulai, Pasar Blimbing dengan jumlah 2.250 pedagangnya ini 
menolak untuk direlokasi yang kedua kalinya. Pertama, pedagang Pasar Blimbing hendak 
direlokasi di Pasar hewan Pandanwangi namun ditolak oleh pedagang karena tempatnya 
terlalu jauh dan tidak strategis. Akhirnya TPS dipindah ke stadion Blimbing, ditempat ini pun 
pedagang belum mau pindah walaupun sudah melewati batas tenggat waktu. Pedagang 
mengajukan banyak tuntutan kepada PT. KIS seolah-olah terkesan pedagang tidak mau 
pindah dengan berbagai tuntutannya itu.  
Fokus dalam penelitian ini adalah tentang perlawanan sebagai strategi yang dilakukan 
oleh pedagang Pasar Blimbing. Perlawanan yang tidak kentara bentuknya dalam “penerimaan 
palsu” pedagang Pasar Blimbing. Selain itu peneliti juga akan menggambarkan tentang 
strategi bertahan pedagang Pasar Blimbing sehingga memiliki posisi tawar (bargaining 
position) yang kuat yang membuat Pemerintah Kota Malang tidak mampu menggusur atau 
memindahkan pedagang ketempat relokasi sementara di stadion Blimbing. 
TEKNIK PEMILIHAN INFORMAN 
Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposif. Teknik ini bertujuan 
memilih informan yang secara langsung dipilih sendiri oleh informan dan informan tersebut 
sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti secara langsung memutuskan siapa yang menjadi 
informan dalam penelitiannya berdasarkan kriteria yang dibutuhkan dan kemampuannya 
memberikan informasi.  
TEKNIK PENGUMPULAN DATA 
Jenis data yang akan diambil oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder. Data 
primer sendiri akan diperoleh peneliti melalui wawancara atau hasil observasi dari pedagang 
Pasar Blimbing baik itu informan kunci dan informan pendukung, juga akan diambil data dari 
wawancara dengan pihak pemerintah yang diwakili dengan Kepala Pasar Bimbing. 
Sedangkan data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka melalui berita-berita di surat 
kabar, situs-situs internet, maupun dokumen-dokumen yang relevan. Dalam teknik 
pengumpulan data, peneliti pertama akan melakukan observasi. Observasi ini dilakukan 
dengan cara peneliti akan terjun langsung kelapangan dan mengamati aktivitas pedagang 
Pasar Bimbing, kemudian melakukan catatan lapangan terhadap hasil observsasi tersebut. 
Selanjutnya menggunakan teknik wawancara atau interview untuk pengumpulan data primer. 
Teknik wawancara sendiri adalah proses memperoleh keterangan atau informasi untuk tujuan 
penelitian dengan cara tanya jawab tatap muka antara pewawancara dan informan, dengan 
atau tanpa menggunakan pedoman wawancara (Spreadly, 1997). Teknik pengumpulan data 
yang terkahir digunakan adalah dokumentasi. Dokumentasi ini merupakan pengambilan data 
dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian, baik berupa majalah, surat 
kabar, artikel dalam website, buku, maupun foto dan catatan lapangan. 
  
TEKNIK ANALISIS DATA 
Peneliti menggunakan teknis analisa data dengan pembuatan eksplanasi yang 
merupakan strategi tipe khusus dari penjodohan pola yang bertujuan menganalisis data studi 
kasus dengan cara membuat eksplanasi tentang kasus yang bersangkutan. Eksplanasi sendiri 
adalah menjelaskan sebuah fenomena yang berarti menetapkan serangkaian keterkaitan 
mengenai fenomena tersebut dalam bentuk teks naratif yang terkadang pun tidak bisa sama 
persis (Yin,2013). Ada hakikat pengulangan dalam pembuatan eksplanasi yang memliki 
karakteristik sebgai berikut: (1) membuat suatu proposisi awal, Proposisi awal peneliti yaitu 
tentang hubungan perlawanan yang dilakukan pedagang Pasar Blimbing sebagai strateginya 
dalam mengubah arah pembangunan Pasar Blimbing dan juga berkontribusi terhadap 
kemacetan pembangunan Pasar Blimbing, (2) Membandingkan temuan-temuan kasus awal 
dengan pernyataan, (3) memperbaiki proposisi, Apabila ada perbedaan antara proposisi awal 
dengan temuan-temuan baru maka perlu disesuaikan, (4) mengulangi proses ini bila 
diperlukan. 
PERLAWANAN SEBAGAI STRATEGI PEDAGANG PASAR BLIMBING DALAM 
MENGUBAH ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PASAR BLIMBING 
Sebab-sebab Perlawanan Pedagang Pasar Blimbing 
Perlawanan ini disebabkan oleh beberapa hal, pertama tentang site plan pembangunan 
Pasar Blimbing yang tidak adil seperti gambar dibawah: 
Gambar 1. Site Plan Awal Pembangunan Pasar Blimbing 
 
Sumber: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=736248&page=81  
Dari gambar diatas, bisa kita lihat bahwa Pasar Blimbing akan diletakkan dibelakang 
bangunan pasar modern. Walaupun sudah dibangun, pasar tradisional tetap dianggap sebagai 
sebuah aib yang harus ditutupi seolah-olah keberadaan pasar tradisional hanya mengganggu 
keindahan tata ruang perkotaan modern. Ia memiliki arsitektur bangunan yang buruk, tata 
ruang pasar yang buruk, penataan parkir yang semrawut, kualitas bangunan yang buruk, dan 
lain-lain. Setidaknya itulah yang dikatakan oleh Pak Basri seorang Kepala Badan Kordinasi 
dan Penanaman Modal (BKPM). Selain itu, dari gambar diatas bisa disimpulkan bahwa pasar 
tradisional akan semakin terpinggirkan. Hal inilah yang membuat pedagang Pasar Blimbing 
kecewa dan melakukan perlawanan.  
Selain karena site plan tersebut, salah satu isi perjanjian kerjasama antara investor 
dengan Pemkot Malang yang membikin marah pedagang adalah harus mengganti rugi biaya 
pembangunan sebesar enam juta rupiah hingga lima puluh lima juta rupiah, tergantung 
besarnya bedak maupun kios (Rif, 9 Juli 2010). Perjanjian yang dibuat ini mengingkari janji 
  
sebelumnya yang diucapkan oleh walikota Peni Suparto yang tidak akan memungut biaya 
ganti rugi kepada pedagang Pasar Blimbing atas pembangunan Pasar Blimbing. 
Namun dari kesemua itu, yang paling membuat pedagang Pasar Blimbing marah 
adalah ketika suara mereka diabaikan dan mereka tidak pernah diajak berunding masalah 
pembangunan pasar, Pemkot Malang telah menyalahi aturan yang tertera dalam UUD 1945 
Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas 
kekeluargaan. Pemkot Malang sudah menunjukan iktikad tak baik dengan tidak mengajak 
musyawarah pedagang dalam membangun pasar yang merupakan wadah perekonomian 
warganya. Hal ini seolah-olah mengarahkan pandangan kita bahwa pemkot Malang lebih pro 
kepada PT.KIS sebagai investor yang ditunjuk untuk pembangunan pasar. Perjanjian 
Kerjasama dan site plan yang diajukan oleh investor nyatanya diterima begitu saja oleh 
Pemkot Malang, dan mengabaikan pedagang sebagai penghuni Pasar Blimbing untuk 
memberikan aspirasinya. Maka dari itu mereka perlu melakukan perlawanan supaya suara 
mereka didengar. 
Namun hal berbeda justru diucapkan oleh Pak Tumiran sebagai kepala Pasar 
Blimbing. Menurutnya semua permintaan pedagang telah dipenuhi oleh PT.KIS dan Pemkot 
Malang. Namun pedagang ini yang tidak mau pindah karena banyak alasan. Sedangkan pihak 
pedagang sendiri mengklaim bahwa investor belum memenuhi isi perjanjian terutama 
perjanjian 10 Juni 2013. Berbagai fasilitas penunjang pasar seperti lahan parkir yang luas 
menurut pak Subardi (wawancara 11 Januari 2014) untuk menampung jumlah pembeli yang 
sangat banyak. 
Dari beberapa hasil wawancara tersebut, maka sebenarnya kita bisa melihat ada 
sebuah dualitas pandangan terhadap pembangunan. Pedagang mengklaim pihak investor 
belum memenuhi isi perjanjian, sedangkan Pemkot Malang menganggap bahwa semua 
permintaan pedagang telah dipenuhi. Perbedaan pandangan tentang pembangunan inilah yang 
kiranya sampai sekarang belum ditemui titik tengahnya. Hal inilah yang menyebabkan 
pemoloran atas pembangunan Pasar Blimbing. 
Selain itu, tindakan peminggiran yang dilakukan oleh Pemkot Malang terhadap 
pedagang Pasar Blimbing juga bisa menjadi penyebab pedagang melakukan perlawanan. 
Pemkot Malang memposisikan pedagang Pasar Blimbing hanya sebagai objek pembangunan. 
Maka dari itu pedagang Pasar Blimbing melakukan berbagai cara untuk bisa mengubah 
posisinya tersebut. Jika mereka tetap menjadi objek maka hak-hak mereka sebagai pedagang 
tidak akan terpenuhi. Jalan satu-satunya untuk memperoleh hak-haknya tersebut adalah 
dengan merubah posisi mereka menjadi subjek pembangunan, sehingga mereka memiliki 
kuasa atau kehendak untuk mengatur pembangunan Pasar Blimbing agar memenuhi 
kepentingan mereka 
Patron-Klien dan Hak Subsistensi Pedagang Pasar Blimbing Terhadap Pemerintah 
Kota Malang 
Hubungan patron-klien terlihat dalam ikatan antara Pemkot Malang dengan pedagang 
Pasar Blimbing. Pemkot Malang memiliki kekuasaan atas sumber-sumber kekayaan yang ada 
di Kota Malang termasuk tanah Pasar Blimbing, maka ia diposisikan sebagai patron. Ia 
berhak melakukan apa saja terhadap sumber-sumber kekayaan yang ia miliki. Selain itu, 
sebagai kelompok pengambil keputusan ia berhak atas sewa tanah tersebut (retribusi, PBB), 
ia juga berhak untuk mengolah tanahnya (termasuk dibangun mall, supermarket, hotel,dan 
lain-lain). Ia juga berhak mengeluarkan berbagai kebijakan atas kekayaan yang ia miliki 
tersebut. Maka dari itu ia berada pada posisi sebagai patron (Scott, 1989).  
  
Namun sebagai seorang patron Pemkot Malang tidak boleh lupa dengan 
kewajibannya, yaitu melindungi dan memakmurkan kliennya (dalam kasus ini adalah 
pedagang Pasar Blimbing). Jadi kekuasaan yang diterima oleh Pemkot Malang tidaklah 
diterimanya dengan begitu saja. Kekuasaan yang ia terima harus dibayar dengan kewajiban-
kewajibannya kepada masyarakat. Ia harus mampu memilihara keamanan dan kemakmuran 
kolektif (Scott, 1989). Kemakmuran kolektif berarti Pemkot Malang harus lebih 
mendahulukan kepentingan orang banyak (pedagang Pasar Blimbing) daripada hanya 
kepentingan segelintir orang (PT.KIS). 
Begitu juga dengan pedagang, sebagai seorang klien ia berkewajiban untuk membayar 
retribusi terhadap Pemkot Malang. Selain itu ia juga berkewajiban untuk mematuhi 
kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkot Malang sebagai bentuk rasa hormat 
(legitimasi) terhadap penguasa yang ada. Setelah melaksanakan kewajibannya, maka 
pedagang Pasar Blimbing memiliki hak yang harus dipenuhi oleh Pemkot Malang. Hak-hak 
inilah yang disebut sebagai hak subsistensi (Scott, 1989), dimana pedagang memiliki hak 
untuk memperoleh bantuan (berupa dukungan melalui kebijakan) dari Pemkot Malang ketika 
kebutuhan subsistensinya terancam tidak terpenuhi akibat berbagai hal. 
Bentuk-bentuk hak subsistensi pedagang bisa berupa jaminan untuk tetap bisa 
berdagang ditempat yang sama. Jadi jaminan untuk tetap memiliki lahan supaya tetap bisa 
berdagang merupakan hal sangat penting bagi pedagang Pasar Blimbing. Karena Pasar 
Blimbing merupakan tempat yang strategis untuk berjualan dan hal itu menjadi modal 
penting untuk usaha perdagangan. Selain jaminan tempat berdagang, pedagang juga menuntut 
jaminan keramaian pembeli setelah pasar dibangun. Seperti yang diketahui, pedagang apabila 
berpindah tempat berjualan, maka ia harus berupaya lagi atau bisa dikatakan harus bersusah 
payah untuk mencari pelanggan. Apabila jumlah pelanggan berkurang maka pendapatan pun 
juga ikut berkurang. 
Jadi jaminan merupakan hal yang penting bagi pedagang, karena jaminan merupakan 
salah satu hak mereka sebagai klien untuk menerima bantuan dari Pemkot Malang ketika 
mengalami masa sulit seperti sekarang. Pertukaran hak dan kewajiban antara Pemkot Malang 
dan pedagang Pasar Blimbing ini disebut sebagai norma tentang resiprositas (timbalbalik). 
Jaminan yang merupakan kewajiban dari Pemkot Malang sebagai penguasa tadi harus 
dibayar pedagang Pasar Blimbing melalui retribusi yang mereka berikan setiap hari. 
Pedagang Pasar Blimbing beranggapan bahwa dengan kondisi bangunan pasar yang jelek 
seperti sekarang mereka mampu memberi retribusi yang tinggi kepada PAD kota Malang. 
Namun bukan disitu konteksnya, kenyataannya adalah dengan memberikan sumbangan 
paling tinggi untuk PAD Kota Malang dibanding dengan pasar-pasar tradisional lainnya di 
Kota Malang, seharusnya mereka memperoleh “fasilitas yang lebih” dari Pemkot Malang. 
“fasilitas yang lebih” ini bisa diartikan sebagai jaminan untuk tetap bisa berdagang ditempat 
yang sama. 
Pemkot Malang sendiri masih memiliki “hutang” kepada pedagang Pasar 
Blimbing.”Hutang” tersebut berupa janji dari mantan walikota Malang Pak Peni Suparto 
(2008-2013). Janji tersebut adalah tidak akan menarik speser pun biaya pembangunan Pasar 
Blimbing kepada pedagang dan juga berhak memilih tempat relokasi sementara pasar 
dibangun sesuai dengan keinginan mereka. . Mereka menggunakan norma tentang janji dan 
timbalbalik, dan juga dengan cerdik memanfaatkan momen pemilihan walikota waktu itu 
untuk mendapatkan jaminan dari patronase ini. Dengan modal janji inilah pedagang 
melakukan perlawanan terhadap berbagai proses pembangunan Pasar Blimbing. Salah 
  
satunya ketika mau direlokasi ke Pasar Pandanwangi, mereka melawannya dengan 
menggunakan jaminan ini. 
Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya, pedagang melakukan 
perlawanan karena ada sikap ketidakadilan yang dilakukan oleh patron dalam hubungan 
pertukarannya. Keadilan tentang perimbangan yang dipakai disini tidak dapat 
dikuantifikasikan secara langsung (Scott, 1989). Keadilan dalam hubungan antara Pemkot 
Malang dengan pedagang Pasar Blimbing didasarkan atas kebutuhan bahwa hak atas 
subsistensi harus diprioritaskan daripada hak atas surplus (Rawl;Scott,1989). Jadi ketika 
Pemkot Malang yang posisinya sebagai kaum elite, seharusnya dalam membuat kebijakan 
lebih mementingkan kebutuhan pedagang Pasar Blimbing daripada harus mengejar 
keuntungan dalam meningkatkan PAD. Tuntutan-tuntutan yang dilakukan pedagang Pasar 
Blimbing adalah hal yang wajar, karena dalam struktur masyarakat yang ada, posisi-posisi 
beserta kekuasaan yang dimiliki sudah ditentukan oleh negara (Everrit;Scott, 1989). Posisi 
walikota Malang sebagai pemimpin memiliki konsekuensi-konsekuensi yang harus dibayar 
atas kekuasaannya terhadap berbagai sumberdaya yang ada di Kota Malang. 
Tim 5 Sebagai Penggerak Perlawanan Pedagang Pasar Blimbing 
Pedagang Pasar Blimbing memiliki organisasi yang bernama Kordinator Pedagang 
Pasar Blimbing. Melalui organisasi inilah aspirasi pedagang terkumpul dan bisa tersampaikan 
kepada Pemkot Malang. Jadi bisa dikatakan organisasi ini merupakan akses pedagang untuk 
menyalurkan aspirasi politik mereka. Dari organisasi ini juga terlahir kelompok penggerak 
pedagang Pasar Blimbing untuk melakukan perlawanan. Kelompok itu disebut sebagai tim 5 
karena beranggotakan 5 orang yang memiliki kemampuan yang mumpuni untuk melindungi 
hak dan kepentingan pedagang Pasar Blimbing. Mereka jago debat, cerdik dalam 
memanfaatkan potensi yang ada di Pasar Blimbing, dan juga tentunya pemberani. 
Kesuksesan pedagang Pasar Blimbing selama ini juga tidak bisa dilepaskan dari peran 
anggota tim 5 yang selalu menjadi pemimpin dan wakil pedagang setiap ada pertemuan 
tripartit (investor, pedagang, Pemkot Malang).  
“Sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam melakukan gerakan (salah satunya) 
adalah sumber daya tak terbatas, sumber daya ini adalah sumber daya manusia. 
Sumber daya tak terbatas ini dibagi menjadi dua yaitu manusia yang berkemampuan 
dan yang tidak berkemampuan. Manusia yang berkemampuan merupakan manusia 
yang memiliki kemampuan dalam mengorganisir massa, manusia yang memiliki 
jaringan dengan berbagai kelompok terkait, dan manusia yang memiliki jalur kepada 
(kelompok) pengambil keputusan.(Mustain, 2007). 
Jadi bisa dikatakan bila tidak ada penggeraknya, pedagang Pasar Blimbing hanyalah sebuah 
massa. Pemimpin ini bertugas untuk menggerakan massa demi tercapainya tujuan bersama. 
Anggota tim 5 ini berisikan Pak Subardi, Pak Sutrisno, Pak Basuki, Haji Husein, dan 
Pak Syaiful. Semua anggota ini adalah bagian dari kordinator Pasar Blimbing. Pak Subardi 
sebagai ketua kordinator Pasar Blimbing, Pak Sutrisno menjabat sebagai sekretaris, Pak 
Basuki sebagai bendahara 1, Pak Syaiful sebagai kepala keamanan, dan H. Husein sebagai 
ketua sub pertokoan. Namun yang paling mencolok dari anggota tim 5 adalah nama Pak 
Sutrisno dan Pak Subardi. 
Jaringan Eksternal Pedagang Pasar Blimbing 
  
Setelah pedagang Pasar Blimbing memiliki organisasi yang menaungi mereka, maka 
untuk mencari bantuan pihak luar pun akan lebih mudah. Karena mereka sudah meiliki wakil-
wakil yang mumpuni untuk membentuk aliansi dengan berbagai pihak yang mau membantu 
mereka. Baik itu pihak NGO, maupun dari lembaga pemerintahan sendiri.  
Pak Subardi sebagai pemimpin pedagang Pasar Blimbing, menyadari bahwasanya 
pedagang Pasar Blimbing tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk melawan Pemkot Malang. 
Karena sadar bahwa ia sebagai pedagang tidak memiliki kekuatan apa-apa, dan ia juga 
menyadari bagaimana tipe musuh yang ia hadapi beserta aliansinya. Maka tidak mungkin ia 
melakukan perlawanan sendirian. Ia perlu menghimpun kekuatan yang bisa membantunya 
mencapai tujuan.  
Scott (1989) menyatakan bahwasanya keterlibatan petani dalam gerakan sosial hanya 
dapat terjadi melalui perantara kelas-kelas bukan petani. Begitu pula dengan pedagang, 
gerakan perlawanan mereka akan lemah jika tidak ada peran perantara dari golongan lain. 
Langkah pertama yang dilakukan pedagang Pasar Blimbing adalah membentuk 
koalisi dengan pedagang Pasar Dinoyo. Pada saat yang sama pedagang Pasar Dinoyo juga 
mengalami permasalahn yang sama dengan pedagang Pasar Blimbing, yaitu sama-sama 
menghadapi pembangunan pasar yang tidak berpihak kepada pedagang. Setelah massa 
terkumpul, akhirnya pedagang melakukan aksi demonstrasi di depan balai Kota Malang yang 
dibantu oleh Malang Corruption Watch (MCW). Setelah mendapatkan bantuan dari MCW, 
salah satu anggota MCW yang bernama Zia’ul haq memperkenalkan Pak Subardi dengan 
lembaga PP Otoda UB. Dari perkenalan inilah akhirnya pedagang Pasar Blimbing melalui 
perwakilan Pak Subardi mendapat dukungan dari kelompok akademisi. Pak Ngesti sebagai 
ketua dari PP Otoda UB ini juga sangat memberikan dukungan terhadap perjuangan 
pedagang Pasar Blimbing. 
Setelah mendapat dukungan dari tingkat lokal Kota Malang, pedagang Pasar 
Blimbing (tetap melalui tim 5) melebarkan sayap untuk mencari dukungan keluar kota 
Malang. Kali ini pedagang mencari dukungan dari Gubernur Jawa Timur Bapak Soekarwo 
dengan mengadukan keluhannya terhadap pembangunan pasar yang tidak adil ini. Akhirnya 
Gubernur Jawa Timur menanggapi keluhan pedagang Pasar Blimbing dan Pasar Dinoyo 
dengan mengeluarkan Surat Nomor 510/222/021/2011 yang mengingatkan bahwa Pemkot 
Malang harus mengadakan musyawarah dalam setiap proses pembangunan pasar. Pemkot 
Malang juga harus patuh pada peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 53/M-
DAG/PER/12/2008 dan Perda Jatim Nomor 03 tahun 2008 tentang perlindungan, 
pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern.  
Setelah mendapat dukungan dari Gubernur Jatim, ternyata site plan dan perjanjian 
kerjasama awal tetap tidak berubah. Walikota Malang (Peni Suparto) tidak mengindahkan 
surat peringatan dari Gubernur Jatim. Akhirnya pedagang Pasar Blimbing mencari dukungan 
yang tingkat hierarki kekuasaannya lebih tinggi. Berkat bantuan dari Bapak Ibnu (ketua PP 
Otoda sebelum Pak Ngesti), akhirnya perwakilan pedagang Pasar Blimbing mendapatkan 
bantuan dari Ombudsman RI. Ombudsman RI yang juga ikut turun tangan dalam 
permasalahan ini mengeluarkan surat Nomor 0464/KLA/0651.2010/MM-24/1/2011 yang 
ditandatangani oleh ketua Ombudsman RI Antonius Sujata yang berisi agar walikota Malang 
  
Peni Suparto melakukan penelitian dan memberikan penjelasan atas belum adanya tindak 
lanjut usulan site plan pembangunan pasar Blimbing dan Dinoyo. 
Selain itu, pedagang Pasar Blimbing juga mencari dukungan dari Komnas HAM. 
Dukungan dari Komnas HAM ini selanjutnya lebih berupa sebagai mediator antara pedagang 
Pasar Blimbing, Pemkot Malang, dan PT.KIS. Dengan memiliki mediator yang mempunyai 
power lebih tinggi dalam struktur pemerintahan, maka Pemkot Malang beserta PT.KIS tidak 
bisa bertindak secara sepihak (seperti sebelumnya) dalam memutuskan setiap proses 
pembangunan Pasar Blimbing. Setiap hasil mediasi yang dimediatori oleh Komnas HAM 
memiliki kekuatan hukum yang harus dipatuhi oleh ketiga pihak, terutama oleh PT.KIS dan 
pemkot Malang. Sehingga hal ini sangat menguntungkan pedagang karena hasil mediasi-
mediasi yang dilakukan lebih pro terhadap pedagang. 
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pedagang memanfaatkan struktur 
mobilisasi untuk semakin menggalang dukungan. Struktur mobilisasi juga memasukan 
serangkaian posisi-posisi sosial dalam kehidupan sehari-hari (McCarthy;Situmorang,2007). 
Perbedaan posisi-posisi tersebut menghasilkan sumber daya yang berbeda-beda yang bisa 
digunakan sesuai kebutuhan aktor didalamnya. Seperti pedagang Pasar Blimbing yang 
memanfaatkan sumber daya yang dimiliki Komnas HAM untuk melindungi dan menguatkan 
mereka. 
Demonstrasi dan Perlawanan Langsung Lainnya 
Demonstrasi ini merupakan perlawanan langsung yang dilakukan pedagang yang 
menurut Scott (2000) akan terjadi bila ternyata ketidakadilan tidak dapat ditoleransi lagi. 
Aksi demo ini merupakan hasil akumulasi kekecewaan pedagang selama ini. Serentetan 
kekecewaan pedagang selama ini dimulai sejak sosialisasi pertama dari Pemkot Malang 
tentang pembangunan Pasar Blimbing, dari sosialisasi pertama pedagang mengalami apa 
yang disebut Scott sebagai “kejutan kolektif”. Pedagang terkejut dengan tiba-tiba adanya 
pembangunan pasar beserta site plannya yang tanpa pernah sekalipun mengajak pedagang 
untuk membicarakannya terlebih dahulu. Setelah itu kekecewaan ini semakin bertambah, 
ketika perwakilan pedagang Pasar Blimbing diundang oleh Komisi A DPRD Kota Malang 
untuk merapatkan pembangunan pasar, namun hasilnya suara mereka tetap tidak digubris dan 
site plan beserta perjanjian kerjasama antara Pemkot Malang dengan PT.KIS tetap sesuai 
dengan kesepakatan awal. 
Demonstrasi yang dilakukan pedagang Pasar Blimbing beserta Pasar Dinoyo 
merupakan sebuah alat untuk menyampaikan secara langsung aspirasi dan kekecewaan 
mereka. Menurut Tilly (Situmorang, 2007) demonstrasi merupakan salah satu alat yang dapat 
dipergunakan oleh sekelompok masyarakat dalam mencapai keinginan mereka. Demonstrasi 
ini sekaligus menunjukan kepada khalayak umum bahwa kondisi sosial dan kebijakan 
pemegang kekuasaan melanggar nilai-nilai, tradisi, dan keinginan dari masyarakat umum 
(Moyer, 2006). Langkah yang ditempuh untuk memperlihatkan ketidakadilan, menurut 
pedagang, ini bisa jadi merupakan strategi untuk menarik simpatisan yang mau mendukung 
mereka. 
Demostrasi yang dilakukan oleh pedagang Pasar Blimbing ini, bila ditilik lebih jauh 
lagi merupakan usaha atau langkah awal untuk melawan paradigma pembangunan selama ini 
yang terkesan bertipe top-down (Purwandari, 2006). Padahal seharusnya para pengambil 
keputusan menggunakan tipe bottom-up dalam melaksanakan pembangunan yaitu dengan 
  
mendengarkan aspirasi objek pembangunan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman 
antara kedua belah pihak (pedagang pasar dan Pemkot Malang). Pemkot Malang harusnya 
memposisikan objek pembangunan tadi (pedagang Pasar Blimbing) sebagai subjek yang 
harus didengarkan pendapatnya. Jadi perlawanan langsung yang dilakukan pedagang ini juga 
merupakan sebuah usaha untuk merubah posisi pedagang dari objek menjadi subjek. 
Argumentasi dan Negoisasi Sebagai Perlawanan 
Argumen atau alasan yang seperti kita ketahui merupakan sebuah cara untuk semakin 
membenarkan keinginan kita. Begitu pula dengan yang dilakukan oleh pedagang Pasar 
Blimbing. Semua argumen yang terkumpul menjadi satu yang kemudian diutarakan oleh 
wakilnya memang masuk akal. Dari argumen-argumen ini juga pedagang Pasar Blimbing 
bisa merubah berbagai bentuk ketidakadilan yang menimpa mereka. Argumen-argumen ini 
juga semakin menguatkan tuntutan-tuntutan mereka. Seperti yang terjadi ketika sosialisasi 
pertama pembangunan Pasar Blimbing. Site plan pembangunan Pasar Blimbing ini begitu 
kentara memihak kepentingan investor dengan meletakkan bangunan Pasar Blimbing 
dibelakang pasar modern. Pasar Modern diletakkan paling depan dekat dengan jalan utama. 
Akhirnya hal ini memicu keluarnya argumen-argumen dari pedagang seperti  
“..kalau kita ditaruh belakang pasti mati karena kalah dengan pasar modern 
didepannya (wawancara dengan Pak Subardi,  17 Oktober 2013). 
Argumen ini menyiratkan kepada kita bahwa pedagang Pasar Blimbing sudah 
menyadari posisinya akhir-akhir ini sudah semakin tergerus oleh laju pasar modern. Akhirnya 
argumen ini diterima walaupun sangat lama proses yang diperlukan supaya argumen ini 
diterima dan site plan pun akhirnya dirubah. 
Argumen lain yang diajukan oleh pedagang Pasar Blimbing terkait pembangunan 
Pasar Blimbing adalah pandangan mereka tentang tempat relokasi pasar. Pertama pandangan 
mereka tentang tempat relokasi yang pertama 
 “…kita gak mau pindah ke pandanwangi karena sampean tau dewe lah mas, disana 
tempat e sepi, jalan e kecil, kanan-kiri ne sawah. Sopo seng gelem bakulan nang kono 
mas.(wawancara dengan Pak Subardi, 17 Oktober 2013). 
Dari pemaparan wawancara tersebut bahkan sudah bisa dilihat bahwa pedagang Pasar 
Blimbing dengan jelas menolak untuk dipindahkan ke Pandanwangi. Mereka membuat 
pandangan tersendiri tentang tempat relokasi tersebut dengan menyebutkan sederet luas fakta 
tentang tempat relokasi tersebut dengan berbagai dampak negatifnya bagi pedagang Pasar 
Blimbing. Sehingga argumen-argumen tersebut bisa diterima oleh aliansi mereka, dan hal itu 
akan berdampak dengan semakin kuatnya dukungan mereka. 
Dari argumen-argumen diatas, dapat disimpulkan bahwasanya pedagang (walaupun 
kecil) memiliki power untuk melawan atau menolak klaim-klaim yang diajukan kelompok 
penguasa terhadap mereka. Argumen-argumen tadi merupakan modal yang kuat bila 
digunakan sebagai bahan untuk mengajukan tuntutan-tuntutan terhadap pihak lawan. 
Setelah memiliki argumen-argumen sendiri, pedagang Pasar Blimbing memiliki 
alasan untuk melakukan tuntutan-tuntutan terhadap pihak lawan. Tuntutan-tututan yang 
dilancarkan oleh pedagang Pasar Blimbing semakin diperkuat oleh aliansi yang mendukung 
mereka (MCW, Ombudsman, Komnas HAM). Berbagai tuntutan pedagang ini pun tercapai 
  
melalui hasil mediasi antara ketiga pihak (Pedagang Pasar Blimbing, PT.KIS, dan Pemkot 
Malang). Berikut hasil mediasi beserta tuntutannya: 
1. 19 Juli 2011, mediasi yang bertempat di Hotel Santika Malang yang dimediatori oleh 
Komnas HAM menghasilkan beberapa poin penting. Salah satunya adalah bahwa 
pedagang Pasar Blimbing Kota Malang tidak akan dibebani biaya dalam 
pembangunan pasar dan para pihak sepakat untuk melakukan musyawarah mufakat 
dalam mereposisi site plan pembangunan Pasar Blimbing berdasarkan hasil verifikasi. 
Dalam kesepakatan ini, akhirnya tuntutan pedagang untuk dibebaskan dari biaya 
pembangunan tercapai selain itu pedagang juga memiliki jaminan bahwa suara 
mereka tidak akan diabaikan lagi oleh Pemkot Malang dan PT.KIS seperti 
sebelumnya. 
2. 10 April 2012, penandatangan kesepakatan site plan. Akhirnya melalui perjuangan 
yang panjang pedagang Pasar Blimbing memenangkan tuntutannya tersebut. Site plan 
yang awalnya dianggap tidak menguntungkan bagi pedagang, berubah sesuai dengan 
harapan mereka (lihat gambar site plan di lampiran). 
3. 26 Februari 2013, mediasi yang dilaksanakan di ruang rapat Walikota Malang yang 
dimediatori oleh Komnas HAM menghasilkan kesepakatan perdamaian rencana 
pembangunan Pasar Blimbing antara Pemerintah Kota Malang dengan pedagang 
Pasar Blimbing. Mediasi ini sebagai buntut dari permasalahan rencana pembangunan 
Pasar Blimbing menjadi 5 lantai. Hal ini jelas mencederai kesepakatan tanggal 10 
April 2012 yang mengatakan pembangunan Pasar Blimbing hanya akan menjadi 2 
lantai. Poin penting dari hasil mediasi ini adalah bahwa pembangunan lantai 3 
diperuntukan sebagai tempat parkir diatas lantai 1 dan 2 (pasar tradisional), apabila 
dikemudian hari tidak mencukupi akan dibangun tempat parkir di lantai 4 dan apabila 
dikemudian hari ternyata tidak mencukupi lagi akan dibangun tempat parkir di lantai 
5. Poin ini sebagai jawaban atas tuntutan pedagang yang menolak Pasar Blimbing 
dibangun menjadi 5 lantai yang mana lantai 3, 4, dan 5 akan dibangun menjad food 
court dan IT Mall (Van, 14 November 2012). Poin penting selanjutnya adalah bahwa 
disepakati lokasi tampat penampungan sementara pedagang Pasar Blimbing yang 
semula di Kelurahan Pandanwangi dipindah ke stadion sepak bola Blimbing 
Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing Kota Malang. Poin ini juga sebagai 
jawaban atas tuntutan pedagang yang tidak mau direlokasi ke Pasar Pandanwangi. 
4. 10 Juni 2013, mediasi yang dilaksanakan di ruang rapat pimpinan DPRD Kota 
Malang yang dimediatori oleh Pansus DPRD Kota Malang. Poin penting dari mediasi 
ini adalah bahwa proposisi lebar pasar tradisional adalah 100m (termasuk jalan umum 
dan jalan bersama), dan lebar area investor selebar 99, 58m, dengan catatan adanya 
pembebasan atau pengurangan 250 dari 584 tempat berdagang pedagang yang tidak 
aktif. Dari kesepakatan ini keuntungan yang diperoleh pedagang adalah lebar tampak 
depan pasar yang awalnya hanya 96m menjadi 10 m. 
5. 25 Oktober 2013, disepakati bahwa ada perubahan tampak depan Pasar Blimbing 
yang dari 100m menjadi 107m. Hal ini sebagai hasil tuntutan pedagang atas hasil 
verifikasi pedagang yang awalnya 1.970 pedagang menjadi 2.250 pedagang baik yang 
aktif maupun tidak aktif. Selain itu PT.KIS juga tidak mampu membebaskan 250 
pedagang yang tidak aktif tersebut. 
Dari beberapa hasil mediasi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pedagang 
sudah memiliki kekuatan tawar yang tinggi sehingga segala tuntutannya selalu berhasil. 
Tingginya bargaining power ini tidak terlepas atas hasil membangun relasi dengan Komnas 
HAM dan Ombudsman. Selain memiliki bargaining power, pedagang juga telah berhasil 
merubah posisinya dari objek pembangunan menjadi subjek. 
  
Melalui bentuk perlawanan seperti ini, musuh (terutama Pemkot Malang) tidak bisa 
melakukan atau setidak-tidaknya mengurangi resistensi (tekanan). Karena perlawanan yang 
dilakukan oleh pedagang Pasar Blimbing ini dilakukan dengan pola-pola yang disahkan oleh 
pemerintah melalui UUD ’45 Pasal 28 yang intinya semua warga negara berhak 
mengeluarkan pikiran (aspirasi) melalui lisan maupun tulisan. 
Perlawanan dalam bentuk negoisasi ini memiliki ciri yang agak berbeda dengan yang 
dinyatakan Scott (2000) dalam ciri-cirinya sebagai perlawanan terbuka maupun perlawanan 
tertutup. Bila dikatakan sebagai perlawanan terbuka maka perlawanan dalam bentuk 
negoisasi bukan bertujuan untuk meniadakan sistem dominasi dan bersifat revolusioner 
layaknya tujuan perlawanan terbuka yang dimaksudkan oleh Scott (2000), namun dalam 
negoisasi yang dilakukan pedagang lebih bertujuan bukan untuk menghilangkan sistem 
dominasi yang ada melainkan melakukan penyesuaian dengan sistem yang ada (merubah arah 
pembangunan). Tetapi bila dilihat dari pelaksanaannya perlawanan dalam bentuk negoisasi 
ini lebih condong kepada bentuk perlawanan terbuka, yaitu terorganisasi, sistematis, dan 
kooperatif. Hampir memiliki ciri-ciri perlawanan formal yang memiliki organisasi untuk 
melakukan perlawanan. Hal ini berbeda jika dilihat dari ciri-ciri perlawanan tersembunyi, 
yaitu tidak terorganisasi, tidak sistematis, dan individual. 
Perlawanan Dalam Bentuk Lain 
Dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa bentuk-bentuk 
perlawanannya lebih bersifat secara langsung, namun sepertinya belum lengkap bila peneliti 
tidak memaparkan temuannya tentang perlawanan yang dilakukan oleh pedagang secara tidak 
langsung. Perlawanan secara tidak langsung ini menunjukan bahwa pedagang secara 
individual memiliki kekuatan untuk melawan ketidakadilan yang menimpa mereka. 
Perlawanan secara tidak langsung atau dalam bahasanya Scott disebut sebagai 
perlawanan informal yang ingin peneliti paparkan adalah perlawanan melalui media seperti 
banner dan graffiti. Pertama perlawanan melalui pemasangan banner yang bertuliskan “Pasar 
Blimbing Masih Aktif”. Pemasangan banner ini merupakan sebuah bentuk perlawanan yang 
dilancarkan pedagang dalam menolak dominasi yang dilakukan oleh Pemkot Malang. Ada 
yang unik dari hal ini, dimana pedagang Pasar Blimbing tidak hanya selalu berada pada 
posisi yang kalah yang hanya bisa melakukan perlawanan secara tersembunyi, namun mereka 
bisa melakukanperlawanan melalui media yang menunjukan bahwa mereka mampu 
menggunakan sumber-sumber yang lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk menunjukan 
keinginan mereka tanpa harus bersusah payah melakukan perlawanan secara fisik.  
Perlawanan menggunakan media banner ini lebih bersifat kolektif, karena tulisan 
dalam banner tersebut mengisyaratkan bahwa semua pedagang Pasar Blimbing belum mau 
dipindah ke tempat relokasi yang telah ditentukan. Namun tidak sedikit pedagang yang 
melakukan perlawanan individual yang tersebar dan menjadi bibit terciptanya kesadaran 
bersama tentang apa yang sebenarnya terjadi. Perlawanan secara individual ini ditunjukan 
pedagang melalui graffiti yang ia tuliskan di dinding-dinding pasar. Kebanyakan grafitti 
tersebut bertuliskan ejekan terhadap Sukri seperti “Sukri Babi”. Sukri merupakan ketua dari 
P3BM yang berisikan pedagang Pasar Blimbing yang setuju untuk direlokasi dari Pasar 
Blimbing. Perlawanan yang nampak dari hal ini adalah, bahwasanya pedagang pun sangat 
membenci bahkan dari kelompok pedagang Pasar Blimbing sendiri yang pro terhadap 
kebijakan relokasi ke Pasar Pandanwangi. Sukri bisa dikatakan sebagai simbol dari Pemkot 
Malang maupun investor karena ia yang selalu mendukung semua kebijakan yang 
dikeluarkan oleh mereka. 
  
Perlawanan pedagang terhadap simbol milik musuh ini sebenarnya tidak ditujukan 
hanya kepada Sukri tapi juga kepada Pemkot Malang dan investor. Ini merupakan 
perlawanan tak langsung yang dilakukan oleh pedagang. Dikatakan tak langsung karena 
perlawanan ini bersifat individual, tidak mempunyai akibat-akibat revolusioner, sehingga 
betuk perlawanan ini hampir tidak memiliki konsekuensi apa-apa. Namun bila perlawanan-
perlawanan individual ini dikumpulkan maka akan menjadi sebuah gelombang perlawanan 
yang besar yang bisa menggagalkan kebijakan yang telah dibuat Pemkot Malang.  
Perubahan Perimbangan Kekuatan 
Rencana pembangunan Pasar Blimbing ini sudah memakan waktu 4 tahun (terhitung 
sejak 2010-2014). Dalam kurun waktu yang lama tersebut terjadi juga perubahan pemimpin 
Kota Malang. Dari Bapak Peni Suparto (2008-2013) kepada Abah Anton (2013-2018).  
Ketika Pemkot Malang masih dipimpin oleh Walikota Peni Suparto, banyak sekali 
kebijakannya yang seolah-olah lebih pro terhadap investor seperti site plan awal 
pembangunan pasar dan perjanjian kerjasama. Selain itu ia juga membuat berbagai 
keputusan, yang seolah-olah juga, lebih berpihak kepada PT.KIS. Seperti pemasangan 
pamphlet yang berisikan bahwa pasar akan dibangun menjadi lima lantai. Pembangunan 
pasar menjadi lima lantai ini adalah permintaan dari investor, karena bila hanya dibangun dua 
lantai investor akan merugi (Maulidiyah,2012). Setelah itu keputusan lainnya adalah dengan 
mengeluarkan surat keputusan Walikota Malang No.118.45/292/35.73.112/2013 tentang 
penutupan Pasar Blimbing dan pemindahan pedagang ke tempat penampungan sementara di 
stadion Blimbing. Padahal tempat penampungan sementara tersebut masih belum siap untuk 
ditempati pedagang karena berbagai alasan seperti tempatnya kecil, gelap, kalau hujan 
kebanjiran. 
Dari berbagai bukti diatas maka tidak heran bila pedagang sudah “tidak menaruh rasa 
hormat” lagi kepadanya. Para elite penguasa seperti Pak Peni ini pun tidak bisa lepas dari 
serangan gosip (sebagai bentuk perlawanan tersembunyi) kelompok kelas bawah. Kelompok 
kelas bawah ini sepertinya hanya memberi penghormatan palsu terhadap walikota ini, 
misalnya ketika bertemu dengan walikota ini maka ia akan memanggilnya “Pak Peni” namun 
ketika terjadi obrolan di warung kopi seperti sekarang ia pun hanya dipanggil “Peni” tanpa 
ada imbuhan “Pak” di depannya, padahal imbuhan kata ini menyimbolkan sebuah rasa 
hormat, bila sudah tidak disematkan lagi maka sudah pasti ada bentuk-bentuk kebencian 
terhadap Walikota Peni.  Jadi bisa dikatakan bahwa sebenarnya kekuasaan untuk mengatur 
melalui berbagai kebijakan yang ia buat untuk dilaksanakan oleh warganya tidaklah bisa 
diterima oleh semua warganya (pedagang Pasar Blimbing). 
Rezim Peni Suparto akhirnya tumbang setelah diresmikannya walikota yang baru 
pada tanggal 23 September 2013. Walikota yang baru Abah Anton ini langsung disambut 
baik oleh pedagang dengan diadakannya acara istighosah bersama pada tanggal 7 Oktober 
2013 antara Abah Anton dengan pedagang. Banyak pedagang yang kagum terhadap sosok 
Abah Anton sebagai walikota Malang yang baru. Mereka berpikiran bahwa Abah Anton 
merupakan seorang pemimpin yang akan lebih peduli terhadap nasib pedagang daripada 
pemimpin yang sebelumnya. Hal ini menunjukan bahwasanya legitimasi kekuasaan yang 
sebelumnya diberikan kepada Pak Peni telah hilang dan beralih kepada Abah Anton. Ini 
terjadi karena pemimpin sebelumnya tidak mampu memberikan jaminan (bantuan) seperti 
yang diharapkan oleh pedagang Pasar Blimbing. Sehingga mereka akan beralih kepada 
pemimpin yang lain yang lebih menjanjikan jaminan dan perlindungan kepada mereka. 
  
Namun pedagang seharusnya tidak boleh terlena dengan keberpihakan walikota yang 
baru terhadap dirinya. Bisa jadi itu hanya sebuah cara untuk meredam perlawanan dari 
pedagang supaya tidak lebih eksplosif lagi. Karena bila terjadi perlawanan yang lebih 
eksplosif lagi, apalagi terjadi ketika diawal-awal masa kampanye dan kepemimpinan Abah 
Anton, maka ia pasti akan kehilangan nama baiknya dan berkurangnya dukungan terhadap 
dirinya. 
Perpindahan dukungan atau bisa dikatakan pedagang Pasar Blimbing mencari 
naungan baru menurut Scott (1989) adalah sebuah bentuk hukuman yang diberikan oleh 
“kaum yang lemah”. Mereka tidak lagi melegitimasi kekuasaan pemimpin mereka yang 
terdahulu akibat tidak “dibayarnya” hak-hak mereka. Dari hal ini maka sesungguhnya 
pedagang Pasar Blimbing tidak benar-benar dalam keadaan “dikuasasi” yang tidak bisa 
menyerang balik atau menghukum pihak yang berkuasa. Mereka masih memiliki kekuasaan 
untuk menghukum balik sikap patron yang tidak adil dengan cara yang sesuai dengan gaya 
mereka (Scott, 2000) 
Kesimpulan 
Dari uraian-uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Terdapat dualitas pandangan tentang pembangunan Pasar Blimbing, yaitu dari pihak 
pedagang Pasar Blimbing yang menganggap bahwa pihak investor belum memenuhi 
semua isi perjanjian yang telah disepakati oleh ketigabelah pihak. Sedangkan pihak 
Pemot malang beranggapan bahwa PT.KIS telah memenuhi semua permintaan 
pedagang Pasar Blimbing supaya mau direlokasi ke tempat penampungan semetara di 
Stadion Blimbing. Perbedaan pandangan inilah yang  akhirnya membuat tersendatnya 
pembangunan Pasar Blimbing hingga sekarang. 
2.  Strategi yang digunakan oleh pedagang Pasar Blimbing untuk mengubah arah 
pembangunan sesuai dengan keinginannya adalah dengan melakukan perlawanan ala 
Scottian. Perlawanan yang tidak bertujuan untuk menghilangkan dominasi yang ada 
namun hanya mengubah arah dominasi tersebut dan bisa bertahan dalam sistem 
dominasi tersebut. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pedagang Pasar Blimbing 
adalah dengan menuntut hak-haknya sebagai klien kepada pihak patron. Hak-hak 
tersebut yang didukung oleh norma dan nilai yang ada dalam masyarakat sehingga 
memiliki nilai yang tinggi untuk wajib dilaksanakan. Hak tersebut adalah janji yang 
diberikan oleh Peni Suparto ketika masih menjabat sebagai walikota Malang. Ia 
berjanji untuk tidak menarik biaya sepeser un kepada pedagang pasar Blimbing dalam 
pembangunan Pasar Blimbing. Janji ini bisa dikatakan sebagai tabungan yang dimiliki 
oleh pedagang yang akan “ditarik” ketika memerlukannya dalam waktu tertentu. 
3.  Pedagang juga membangun jaringan eksternal dengan Komnas HAM, Ombudsan, PP 
Otoda Brawija dan MCW. Fungsi jaringan ini selain untuk meningkatkan daya tawar 
pedagang Pasar Blimbing di depan kelompok pengambil keputusan. Ia juga berfungsi 
sebagai katup penyelamat ketika tiba-tiba ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh 
pedagang seperti tidak dipenuhinya isi perjanjian oleh Pemkot Malang maupun oleh 
investor.  
4. Demonstrasi yang dilakukan oleh pedagang Pasar Blimbing merupakan salah satu 
bentuk dari perlawanan langsung yang dilakukan pedagang. Bentuk perlawanan ini 
berguna untuk menyuarakan aspirasi, apalagi aspirasi dari pedagang (sebelum 
mendapat bantuan dari Komnas HAM, dkk) tidak pernah digubris oleh Pemkot 
Malang. Dengan melakukan demonstrasi maka pedagang selain menunjukan kepada 
  
khalayak umum tentang ketidakadilan yang selama ini menimpa mereka dari Pemkot 
malang. Bentuk perlawanan ini juga berfungsi untuk menarik simpatisan dan 
pendukung perlawanan mereka. 
5. Namun setelah mendapat dukungan dari Komnas HAM, Ombudsman, PP Otoda 
Brawijaya, perlawanan pedagang tidak lagi harus dengan demonstrasi. Kini 
perlawanannya lebih kepada saling adu kuat daya tawar antar ketiga belah pihak 
dengan berbagai argumentasi, supaya salah satu keinginan dari mereka terlaksana. 
Langkah yang diambil pedagang untuk memenangkan tawar-menawar pembangunan 
Pasar Blimbing adalah dengan memark up data jumlah pedagang. Hal yang 
kelihatannya sepele ini ternyata berdampak besar, yaitu dengan diubahnya site plan 
pembangunan pasar tradisional Blimbing dengan tampak depan awalnya hanya 97m 
menjadi 107m.  
6. Argumentasi yang diajukan oleh pedagang hampir semuanya didasarkan pada fakta 
terburuk bila pembangunan dilaksanakan sesuai dengan konsep yang ditawarkan oleh 
investor dan Pemkot Malang (seperti site plannya, tempat relokasi). Hal ini 
menunjukan bahwa pedagang pun memiliki klaim tandingan untuk mematahkan dan 
mengubah arah pembangunan Pasar Blimbing ini. Pedagang tidak hanya selalu 
“golongan orang yang kalah” yang hanya bisa melakukan perlawanan secara 
tersembunyi (seperti mencuri, merusak hartanya, dan menggosipkannya), namun 
argumentasi yang dimiliki pedagang menjadi modal penting untuk dikeluarkan dan 
diutarakan secara langsung supaya kelompok yang simpatisan kepada pedagang 
semakin mendukung mereka, yang akhirnya pedagang akan memenangkan tawar-
menawar tersebut. 
7. Bentuk perlawanan pedagang tidak haa sepeerti yang dijelaskan oleh Scott (seperti 
mencuri, menggosipkannya, berpura-pura nurut). Namun pedagang juga melakukan 
perlawanan melalui grafiti dengan ditujukan langsung kepada pihak yang 
dianggapnya menjadi musuh. Pedagang lebih terbukka dalam melakukan serangan-
serangannya, tidak lagi menutup-nutupi serangannya dalam topeng kepatuhan. 
Saran 
Seperti yang dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat 
berguna bagi masalah yang ada dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti bermaksud 
memberikan saran berdasarkan kesimpulan diatas, yaitu: 
1.  Pemkot Malang sebelum mau melakukan pembangunan sehendaknya melakukan 
sebuah analisis sosial terlebih dahulu. Sehingga kebijakan pembangunan yang akan 
dibuat sesuai dengan yang dinginkan kepentingan pedagang Pasar Blimbing. 
Dengan memahami kondisi sosial pedagang Pasar Blimbing, pengambil kebijakan 
dapat merumuskan kebijakan yang efektif dan solutif, bukan menjadi masalah baru 
yang mempertemukan pemerintah dengan pedagang dalam konflik yang 
berkepanjangan. Solusinya adalah dengan melakukan penelitian lapangan yang 
menggunakan pendekatan yang lebih mengutamakan ide-ide maupun aspirasi yang 
berasal dari pedagang (bottom-up) melalui tim khusus. Tim ini bertugas untuk 
melihat langsung bagaimana sasaran pembangunan tersebut,yaitu pedagang Pasar 
Blimbing. Diharapkan mereka mampu menggali aspirasi dari pedagang tentang 
bagaimana kebijakan pembangunan seharusnya. 
2.  Seharusnya PT.KIS tetap berpedoman pada kesepakatan 10 April 2012 dan tidak 
merubah-rubah kesepakatan yang ada sehingga pembangunan bisa segera 
terlaksana. Selain itu, PT.KIS seharusnya dalam membangun berbagai fasilitas 
  
penunjang pembangunan pasar seperti pasar penampungan sementara tetap 
memperhatikan kepentingan pedagang. Walaupun pedagang tidak dipungut biaya 
dalam pembangunan pasar ini, namun bila tempat penampungan sementara 
tersebut tidak nyaman untuk dijadikantempat jualan, maka jangan salahkan 
pedagang Pasar Blimbing bila hingga sekarang tetaptidakmau dipindah (relokasi).  
3. Saran untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian di Pasar 
Blimbing, bisa melakukan penelitian tentang konflik yang terjadi baik antara 
pedagang Pasar Blimbing dengan Pemkot Malang menggunakan teori konflik. 
Maupun meneliti tentang konflik intern yang terjadi antar pedagang Pasar 
Blimbing sendiri. 
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